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ABSTRAK

D dadam hubungan imernasional antars negara vang satu Gengan negara
vang lannyva tidak selaly herjalan mulus tetape di wornal dengan kondlik aiow

ﬁL-iiik'::'.h Pensvelesamn se nghatn merupakan upaya pam prhak untuk mengakhin
persenghetaannya bk xl..,n._‘:n Jalan damnan maupun secara kehemsan. Secarn
damar dapatl di lakukan bk secara palitis, vaki negasiasi, mediasi. konsilias,
fuct e, iguiey, panvelesaian sengheta secand o regional maupun dalam
hemangha Perserihaten Bangso-Bangsy magpun yurchs,  vakni Arbiirase
internasonal dan Mahkamah Intermasional,

Indonesiz dan Malaysim meropakan segia berdoulan vane  keduany
benetargan  mempunvai sengheta kewilayahan yaitu mengensi siapa yang
berdaulat atas Pulau Sipadan dan Liginan di wilayvah bapian timur Palao
Ralimantan. Senvkels muolar berlangsung semenpak tshun 1969 membicarakan
lertang landas Rontinen di Dot Solawesi mesenun jalan bunty sama-sama
mengklam  kedus  pulau tersebut. Kedua  pulay  tersebur  menjumdi obyek
persenghetaan. Guna menghindar dani posist hukom kedua belah pilak bedus
regara pada tabun 1969 sepakat menetapkan st guo kedus palay senihets
Iemyelesaian vang di wempuh eleh para pikok adeleh dengan cara damas secam
P its 'dﬁf“;éﬂ negosast  (UER-1S9YT menemin adan buntu karena ndak
nrenyemuh ops |"L1|I1I.‘~ wetapl argumentast bukwm. Setelah e (19972002 0 maelalui
alur figasy vang memutuskan kedoa pulao adalah milik Malavsia

Dialam penulizan i g mengetahui upaye Mabkamah [ntermnasional
menvelesaakan senghketa miernasional proses pelaksanaan penve Tesaian sengkela
i Mahkamab Internasional antaca Indonesi-Malovsia mengenar Pulaw Sipadan
dant Lrgian dan putusan  Mahkamal Ternasional  serla akibal vang i
tl'.nl‘.".llla'ainnyﬁ Untek mescdub ome penulisan ou metade vane e pakar sdalab

erdis normalil, dengan mengzeunskan baban primer dan sehunder serta sumber
|".’||".m sehunder sebapar babon vong wama untuk mendubung dan memperkual
balim priner

Berperkara o Mabkamab meskipun kedun pegors  mempunsaibak
chsklusit vaily secara langswsge Coso o) menpodi snpeoie Mahkimah
leterngsaomil - harena keangeotaan di o Perserikion Bapesa-Bandsy  Lotag
-;=:|.~13'=.=|r<'uk=.1|1 ok el .“\I ! R T _'“_'i_'l;,lgi, '._l.|l__g||-:i_ I:q:1|_|||;_h|k;|_:] |.;|_'|'|:'|d;'|_
vurisdtkst Mohkamah, Beracara di Mahkamah tidak sama dengen bercsm di
pengsdiian maswnal meskipun ada kemmipan dengae permdilm perdana berkeman
dengan ik dan kewagiban Adanya penvimpangan dalan berperhan B
duhkamah v Beduo belah hak Indonesw-Maliesia adak memposaisikan
SHIVEL seDal pengeuead maupan lerpupat dancada pemvimpangae pemberlighan
proses argwmentast wenals Dalam beracar page mhah menpacu kepoda St
Aabtkamah eternaswenal dan Medes e Urapee, 0lap) pengeunasan oleh pars mhak

sebisiesta=thalis e Tanvess Jhit sriemintis



BAR 1
PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

[h dalam pergavlan masvarakat mtermnasional dalam hal i hubungan
negara dengan segara akan ada hubungan yang bersifat tmbal balik vang saling
menguntungkan satu sama lain. Hubungan tersebut adalah saling melengkapt
kekurangannva satu sama lain, apabila hubungan tersebur terjadi udak saling
menguniungkan maka vang akan tegadi adalah ketidakadilan atau tergangpunya
keamanan dan perdamaian dima

Hubungan wvang tdak saling menguntungkan e dengan dtikad baik
nesara-negars vang bersengketa akan & can jalan penvelesaiannva dengan
sebaik-batknya, Menurl hukum internasional scbagaimana vang diatur di dalam
Pragam Persenikatan Bangsa-Hanzsa, vakni segenap anegpeota harus menvelesatkan
persenghetaan intermasional dengan jalan damail dan mempergunakan cara-cara
sedemikian rupa sehingga perdamaan dan keamanan internasional, serta keadilan
tdak terancam, Selam o dalam hubungan mtermasional merzska, menjauhkan din
dart tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas
wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain aaw dengan cara apapun
vang bertentangan dengan tujuan Persenkatan Bangsa-Bangsa, Para pibak vang
tersangkut dalam  sesuatu pertikasan vang gjika berlangsung  terus-menerus
mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan miernasional,
pertama harus mencan penvelesalan denagan jalur perundingan, penvelidikan,

denpgan medias, konstlas, arbitrasi, penyelesaian menarut hukum melalw badan-



el

badan atau pengiuran-pengaturan regional, atau dengan cara damai Lainnya vang
di pilih mereka sendir.’

Penvelesaran melain Mahkamah Internasional merupakan penyelesaian
sengheta secara dumat yaked melalul ltgast (hukum) vang mana negara-negara

viing bersengheta sepukat membawa perkara mercka ke Mahkamah Internasionat

dengan  persetujuan para pihak Tanpa adanva persetypuan bersama membawa
perkara  amtarn negars-negars vang bersengheta wewenang Mahkamah
Internasiomal fidak akan berlako terhadap sengheta wersehut

Wewenang dari Mahkamah [ntersasional ghan melipat scinua perkara
vang akon dugukan oleh prhab-prbok dam semuoz ol vang lermema vang i
entukan di dafam Pragam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perangan dan
konvensi-konvensi vang  berlako (Pasal 36 aval (1) Staluta Mahkamah
Internpsional ). Lebih lanpot senghera vang digjukan adalah dalam bentuk sensketa
hukum yang meliput -

g Penafsran suatu perjanfian

b Senap persoalan hukum internasional

¢ Adanya suatu lakla vang hila owelabh oyt akan menimbuelkan

pelanggaran terhadap kewapiban internasional,
d. Sifat atau beberapa penpertian yang haros dilaksanakan karena
pelangearan dart suate kewajiban internasional.

Pada hakekatnya penvelessian sengheta melalui Mahkamah Internasional

tdak memaksa (wos comglvore), tetapn apahila Pemenntah Republik Indonazia

dan Pemerintah Malaysia dalam penvelesalan sengheta mengenat Pulau Sepadan

dun Pulau Ligitan memilih votuk menyelesaikannya ke Mahkamah Internasional

I’.ts-ll Zayar (3) dan Pasal 35 ayat (1) Plagam Perserikatan Banga-15aness
2 Pasal 36 nvat (23 Scarata rahkimah Iernasional
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BAB IV
RESIMPULAN DAN SARAN

Ao KESINPUL AN
Berdasarkan uraian vang telah dipaparkan pada bab bab terdahulu, vang
berkenaan dengan: “Penyelesaiun Sengkets Antar Negara Melalui Mahkamah
Internasional (Studi Kasus Indonesia-Malaysia mengenai Pulay Sipadan dan
Ligitan)™ maka dapat diambil kesimpulan sebagal beriku
L. Sengketa internasional vakni sengheta antar negara mengupavakan mencan
Jaian keluarmya bak melalui jatan damai maupun kekerasan. Tetap jalan
damar merepakan penvelesaian ¥ang ulama dan dowapibkan aleh Bokum
internasionsl  baik  herdasarkan  kebiasgan NPT peraniian-perian|ian

slermasional vang telah menpaturn .

| ]

Palam menyelesaikan sengheta kewilavahannyy Incloresia-Malavan lebih
mensilih jalan damai ketimbang kekerasan baik melalu Jalur politis vaiw
negosiasi maupun logasi melalu Mahkamal  [mermasional beridasarkan
pertimbangan  pofitis vaitu negara bertelangga  dengan baik maLpLn
perlimbangan yundis vartu sama-sama lerikag Peramjian Persahabatan Kedus
Negara 1970, Freany ef Amiy und Cosperation ASEAN 1976, Iagzam PRE
dun dpwe focro Statuta Mahkainah Imemasional

A keunikan Mahkamah  Tnternasional Retimbang  Pengadilan Wasional
khususnya perdata vakni meskipun para pihak Indonesia miavpun Malavsia
e fucio tunduk kepada Mahkamah Internasianl arthal dart menjad

anggata FBE dan Mahkamah Internasional tidak SETIE Merta secard langsung
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